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LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan
pada saat melakukan wawancara dengan para partisipan. Pertanyaan masih
dapat berkembang untuk menangkap makna yang lebih mendalam atas

permasalahan penelitian ini.

a. Pertanyaan untuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Lahat

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pemerintah daerah dan APBD
Kabupaten Lahat saat ini?

Apakah selalu terjadi peningkatan dan mencapai target?

Apa saja faktor pemicu peningkatan tersebut?

Bagaimana pendapat Anda mengenai peningkatan retribusi?

Bagaimana peluangnya?

S

Bagaimana pendapat Anda mengenai kontribusi retribusi dalam PAD

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat?

7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan perdagangan sub
urusan standardisasi dan perlindungan konsumen. Bagaimana pendapat
Anda tentang kewenangan yang akhirnya dipindahkan ke kabupaten
kota dari provinsi?

8. Apakah terdapat peluang dalam pelaksanaan amanat UU tersebut?

9. Apa saja langkah yang rencananya akan diambil oleh Dinas Perindag?

10. Bagaimana pendapat Anda terkait kesadaran masyarakat atau pelaku
usaha untuk meneraulangkan?

11. Bagaimana potensi UTTP meter listrik di Kabupaten Lahat?

12. Apa yang telah dilakukan oleh Dinas Perindag terkait pendataan UTTP?

13. Menurut pendapat Anda, bagaimana potensi retribusi tera dan tera
ulang jika telah dilaksanakan di Kabupaten Lahat?

14. Berkaitan dengan tarif tera dan tera ulang selama ini, bagaimana di
Kabupaten Lahat yang telah dilakukan Dinas Perindag Provinsi
Sumatera Selatan?

15. Menurut Anda, apabila dilakukan penghitungan potensi retribusi tera

dan tera ulang, bagaimana caranya?
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b. Pertanyaan untuk Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Lahat

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai pemerintah daerah dan APBD
Kabupaten Lahat saat ini?

2. Menurut Anda apa saja faktor-faktor sebagai pemicu peningkatan
APBD?

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai sektor retribusi?

4. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan kewenangan yang akhirnya
berpindah ke kabupaten kota melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah?

5. Apakah peningkatan PAD dapat ditingkatkan dari sektor metrologi
legal?

6. Langkah apa yang sudah diambil atau perlu diambil nantinya terutama
oleh Dinas Perindag Kabupaten Lahat?

7. Menurut Anda seperti apa pelaksanaan tera dan tera ulang yang
dilakukan oleh Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan?

8. Menurut Anda bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya
meningkatkan PAD melalui retribusi tera dan tera ulang?

9. Bagaimana pendapat Anda terkait regulasi dalam rangka mendukung
penggalian potensi itu?

10. Bagaimana potensi jika dilakukan tera dan tera ulang secara mandiri
oleh Kabupaten Lahat?

11. Bagaimana dengan SDM kemetrologian di Kabupaten Lahat?

12. Bagaimana pendapat Anda mengenai pendataan UTTP?

13. Menurut Anda, apabila dilakukan penghitungan potensi retribusi tera
dan tera ulang, bagaimana caranya?

c. Pertanyaan untuk Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat

1. Bagaimana pelaksanaan tera dan tera ulang yang selama ini dilakukan?

2. Sampai tahun berapa pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan oleh
Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan?

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai kesadaran masyarakat dalam tera
dan tera ulang?

4. Menurut Anda, bagaimana peran pemerintah daerah melalui retribusi
pelayanan tera dan tera ulang ini?

5. Apa usulan yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perolehan
retribusi ini?
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6. Bagaimana pendapat Anda mengenai SDM kemetrologian? Apakah
sudah siap?

7. Bagaimana potensi retribusi jika tera dan tera ulang dilakukan secara
mandiri oleh Kabupaten Lahat? Seperti apa?

8. Apa langkah-langkah yang seharusnya ditempuh oleh Dinas Perindag
Kabupaten Lahat?

9. Apa UTTP yang jumlahnya paling besar?

10. Berkaitan dengan proyeksi, tiap tahunnya akan bertambah berapa
persen dari UTTP tersebut?

11. Bagaimana pendapat Anda tentang potensi retribusi tera dan tera
ulang? Apakah Kabupaten Lahat dapat memperoleh retribusi dari sektor
ini?

12. Menurut Anda, apabila dilakukan penghitungan potensi retribusi tera
dan tera ulang, bagaimana caranya?



